
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 0�8 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 06 TAHUN 2021 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Menimbang: 

Mengingat: 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. Bahwa dalam rangka pemerataan layanan dan peningkatan
aksesbilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik,
diperlukan Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan;

b. bahwa beberapa kententuan dalam Peraturan Gubernur
Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan
Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan
Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang�undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 73);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4864);
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009
tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia Tahun 2009
Untuk Sekolah Dasar/Madrasah/Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah/Tsanawiyah (SMP /MTs}, Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB);

15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80
Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75
Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34
Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);

19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 99);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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21.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantu.an 
Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan Pendidikan 
di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2021 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 
SEKOLAH DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINS! KALIMANTAN 
SELATAN. 

Pasal I 

Beberapa Kententuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan 
Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan 
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 6), diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 
• 

( 1) Daerah mengalokasikan anggaran dana BOSDA dalam APBD pada Satuan
pendidikan di lingkungan Dinas.

(2) Pemberian dana BOSDA untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri dialokasikan melalui
belanja langsung berdasarkan data jumlah peserta didik yang diunduh dari
DAPODIK yang telah diambil pada tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya.

(3) Pemberian dana BOSDA untuk SMA, SMK dan SLB Swasta dialokasikan melalui
belanja Hibah berdasarkan data jumlah peserta didik yang diunduh
dari DAPODIK yang telah diambil pada tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya
dan jumlah Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS berdasarkan
hasil verifikasi.

(4) Satuan besaran Pemberian dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Satuan besaran Pemberian dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

(6) SMA, SMK, dan SLB Negeri yang telah masuk dalam kriteria penerima dana
BOSDA tidak diperkenankan untuk menolak dana BOSDA yang telah
dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) SMA, SMK dan SLB Swasta yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima
dana BOSDA berhak menolak dana BOSDA.

(8) Penolakan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan
syarat telah mendapat persetujuan orang tua siswa melalui Komite Sekolah, dan
tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
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(9) SMA dan SMK dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang dihitung
60 orang.

(10) Penganggaran BOSDA dalam bentuk Belanja Langsung dan Hibah akan
diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 Ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 11 

(1) Satuan Pendidikan penerima BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara
transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.

(2) Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai berikut:

a. Honorarium Guru Tidak Tetap dan Pegawai tidak tetap Non PNS pada SMA,
SMK dan SLB Swasta, dengan ketentuan bidang Pembinaan PTK dan Tim
Manajemen BOSDA Provinsi Bidang Pembinaan PTK berdasarkan surat
permohonan melakukan veri:fikasi untuk menentukan kelayakan sebagai
penerima honorarium Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

b. Belanja personalia yang dibayarkan untuk insentif penyelenggaraan
pendidikan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan
tugas tambahan dari Kepala Sekolah dan biaya-biaya lainnya yang
dibayarkan oleh sekolah untuk penunjang kelancaran pendidikan yang
meliputi:

1. Insentif bagi Pendidik PNS yang mengajar lebih dari 24 jam;

2. Insentif bagi guru BK dengan jumlah siswa bimbingan lebih dari 150
s1swa;

3. Insentif Kepala Sekolah/Pejabat Kepala Sekolah selaku Penanggung
Jawab Pengelola Dana Bosda;

4. Insentif W akil Kepala Sekolah selaku guru yang mendapat tugas
tambahan;

5. Insentif Pembantu Wakil Kepala Sekolah;

6. Insentif Ketua Program keahlian/Kompetensi Keahlian;

7. Insentif Ketua Bursa Kerja Khusus;

8. Insentif Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;

9. Insentif Bendahara BOS dan BOSDA;

10. Insentif Operator Dapodik;

11. Insentif Operator Pengelola Sim.peg/ SimPGTK;

12. Insentif Wall Kelas;

13. Insentif pengelola Lab/Ruang Praktek/UKS/Perpustakaan;

14. Insentif Pembina Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Pembimbing TIK;

15. Insentif Pengelolaan aset sekolah; dan

16. Insentif bagi pengelola dan kegiatan lainnya yang dibayarkan oleh
sekolah untuk penunjang kelancaran pendidikan terhadap pendidik dan
tenaga kependidikan yang mendapatkan tugas tertentu/tambahan dari
Kepala Sekolah disertai dengan Surat Penetapan Tugas dan Uraian Tugas
yang jelas dari Kepala Sekolah yang disusun berdasarkan hasil
rekomendasi rapat sekolah.
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c. Biaya operasi nonpersonalia meliputi:

1. biaya alat tulis sekolah (ATS);

2. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP);

3. biaya pengadaan;

4. biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan;

5. biaya daya dan jasa;

6. biaya transportasi/perjalanan dinas;

7. biaya konsumsi;

8. biaya pembinaan siswa/ ekstra kurikuler;

9. biaya uji kompetensi; dan

10. biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

d. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk pengadaan alat dan bahan praktikum
IPA, alat dan bahan praktikum IPS, alat dan bahan praktikum bahasa, alat
dan bahan praktikum komputer, alat dan bahan praktikum keterampilan,
praktikum kejuruan, alat dan bahan olah raga, alat dan bahan kebersihan,
alat dan bahan kesehatan dan keselamatan yang habis dipakai dalam waktu
satu tahun atau kurang untuk penunjang kegiatan pembelajaran dan
praktikum meliputi:

1. pengadaan alat habis pakai praktikum pembelajaran yang belum dibiayai
oleh dana lain; dan

2. pengadaan bahan habis pakai praktikum pembelajaran yang belum
dibiayai oleh dana lain.

e. Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan
ekstra kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit
Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olahraga, kesenian,
lomba bidang akademik, perpisahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan
keagamaan, dan lain-lain. Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk keperluan:

1. pembelajaran remedial digunakan untuk honor pembimbing;

2. ekstrakurikuler digunakan untuk honor pemateri/pembimbing;

3. kegiatan mengikuti lomba;

4. biaya pelatihan kompetensi bagi siswa SMK dilembaga pelatihan; dan

5. biaya belanja pakaian penunjang kegiatan ekstrakuler.

f. Biaya untuk operasional pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB), yang meliputi:

1. honor Tim Pelaksana PPDB sekolah;

2. jasa Aplikasi PPDB Online yang tidak dibiayai dari sumber dana lain;

3. pencetakan dan Penggandaan Formulir; dan

4. peningkatan Peralatan daya jaringan dan perangkat untuk memenuhi
standar pelaksanaan PPDB online.

g. Biaya penyelenggaraan pendidikan karakter yang dikeluarkan oleh sekolah
dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan
kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai peserta didik seperti
Penyuluhan dari Kepolisian, Kesehatan, BKKBN, BNN, dan lain-lain. Kegiatan
ini dapat dipergunakan untuk:

1. alat tulis kantor;
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2. honor pemateri/narasumber;

3. konsumsi kegiatan; dan

4. transpor kegiatan.

h. Pengembangan Perpustakaan Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk:

1. pembelian bahan pustaka penunjang pendidikan yang belum dibiayai dari
sumber dana lain; dan

2. langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra
yang belum dibiayai dari sumber dana lain.

1. Kegiatan Ujian dan Biaya Uji Kompetensi yang dikeluarkan untuk
penyelenggaraan Ujian Sekolah untuk honor kepengawasan. Biaya uji
kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi
peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kegiatan ini dapat
dipergunakan untuk:

1. ujian sekolah teori atau praktik (khusus pelaksanaan ujian
praktik/ sekolah peserta didik kelas akhir) digunakan untuk honor
penguji/ pengawas;

2. biaya penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) yang belum dibiayai dari sumber dana lain;

3. biaya Penggandaan bahan Ujian Sekolah di tingkat satuan pendidikan
yang belum dibiayai dari sumber dana lain;

4. insentif bagi Asesor pada Penilaian Kinerja Guru;

5. biaya perbaikan dan pembelian sarana penunjang pelaksanaan ujian
nasional berbasis komputer (komputer, server, dll);

6. biaya penunjang lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan penilaian
akhir semester/ujian sekolah/nasional/uji kompetensi yang belum
dibiayai dari sumber dana lain;

7. biaya untuk keperluan khusus, yakni biaya yang dikeluarkan untuk
keperluan pelaksanaan Ujian Sekolah atas pertimbangan: ( 1) Sarana dan
Prasarana; Fasilitas yang dimiliki sekolah yang belum mencukupi untuk
keperluan penyelenggaraan Ujian Sekolah, (2) Kondisi wilayah; karena
jarak sekolah dengan tempat ujian yang mengakibatkan siswa mengikuti
Ujian Sekolah di sekolah lain yang tidak memungkinkan siswa untuk
pulang-pergi pada hari yang sama. Atas pertimbangan tersebut sekolah
dapat menyiapkan anggaran pengeluaran untuk keperluan konsumsi,
transportasi, dan akomodasi; dan

8. biaya keperluan pembayaran psiko test untuk penjurusan/peminatan
siswa.

j. Biaya Persiapan Akreditasi Sekolah yang dikeluarkan oleh sekolah untuk
persiapan penilaian akreditasi sekolah oleh BAN Akreditasi Sekolah
Menengah berupa biaya rapat-rapat persiapan penyusun profil sekolah,
workshop penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan RKAS,
honor tim, narasumber, dan biaya cetak dan penggandaan yang
diselenggarakan oleh sekolah untuk kelengkapan usulan akreditasi untuk
memenuhi 8 standar SNP, dan lain-lain dan belum dibiayai dari sumber
dana lain.
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k. Pengembangan Profesi Guru yang dikeluarkan untuk peningkatan
kompetensi profesional yang diselenggarakan oleh sekolah dalam bentuk In
House Trainning atau mengikuti kegiatan seminar dan diklat yang belum
dibiayai oleh sumber dana lain. Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk:

1. alat tulis kantor;

2. biaya honor pemateri/narasumber;

3. biaya transportasi dan konsumsi atas kegiatan MGMP/MKKS/KKKS;

4. biaya pendaftaran dan Biaya transportasi untuk kegiatan pengembangan
kompetensi guru (pelatihan/ seminar yang diselenggarakan di dalam
daerah); dan

5. biaya pelatihan/peningkatan kompetensi guru produktif SMK.

1. Biaya alat tulis sekolah yang belum dibiayai dari sumber dana lain yang
dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar:

1. pembelian alat tulis kantor; dan

2. penggandaan untuk kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam penggunaan
dana BOSDA, Administrasi sekolah (RPP, Silabus, RKAS, daftar hadir
siswa/ guru) dan Ulangan Tengah Semester /Ulangan Akhir Semester/
Ulangan Kenaikkan Kelas.

m. Pengadaan, pemeliharaan serta peningkatan mutu Sarana dan Prasarana
untuk:

1. biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemeliharaan dan pengadaan
atas sarana pendidikan berupa semua perangkat peralatan praktek,
bahan praktek dan perabot yang secara langsung dan tidak langsung
digunakan dalam proses pendidikan sesuai skala prioritas; dan

2. biaya pemeliharaan infrastruktur dan renovasi kecil sampai sedang
untuk prasarana sekolah dengan memperhitungkan analisa kerusakan
yang diverifikasi oleh instansi/lembaga/tenaha ahli;

3. peningkatan mutu prasarana sekolah dalam bentuk pembangunan
dalam rangka pemenuhan standar prasarana sekolah, dengan ketentuan
mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan serta telah memenuhi
semua kebutuhan operasional dengan maksimal.

n. Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan di sekolah dan di luar sekolah
untuk yang layak disediakan konsumsi seperti konsumsi harian dan rapat­
rapat sekolah, perlombaan di sekolah dan di luar sekolah, dan lain-lain,
dan belum dibiayai dana lainnya.

o. Pembiayaan Pengelolaan dan Pelaporan dana BOSDA untuk menyusun dan
mengirimkan laporan sekolah kepada pihak yang berwenang, Kegiatan ini
dapat dipergunakan untuk keperluan:

1. pembelian ATK;

2. penggandaan laporan; dan

3. materai.

p. Biaya praktek kerja industri (prakerin) untuk penyelenggaraan praktek
industri bagi peserta didik SMK yang belum dibiayai oleh dana lain.

q. Biaya daya dan jasa untuk membayar langganan daya dan jasa yang
mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air,
dll yang belum dibiayai oleh dana lain.
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r. Biaya transpor/perjalanan dinas untuk berbagai keperluan perjalanan dinas
bagi kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik
di dalam kota maupun ke luar kota sesuai dengan keperluan sekolah yang
belum dibiayai oleh dana lain. Besaran biaya untuk perjalanan dinas
mengacu kepada Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas.

s. Biaya Magang Guru Produktif untuk transpor untuk guru yang melakukan
dari dan ke lokasi dunia usaha /industri (Du/Di).

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubemur Nomor 06 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi
Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Selatan diubah, sehingga keseluruhan menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini.

Pasal II 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 31 M �, ;ta l..l. 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 31 Mei 40 lo 

BERIT[\-� PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 
NOMO�r�: 
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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

TAHON ANGGARAN ............... . 
Urusan Wajib 
SMA 

1.01.01.000.02 Program Penlnglomm Al<ses dan Kualltas Pendidllom Menengah 
1.01.02.01.45 BOSDASMA 

KDTA/KAIIUPATEN .. ·-·····-· 

lndll,atOI'& Tolok UllllrKlnaia BelanJa IAnpuog 

FORMULJR 

RKA · SKPD 2.2.1 

lndll<ator Tolok Ukur Klnerja Target Kinerjs: 
Capalan Plt,gram Persentase menlngl<atnyaAPK/APM Pendtdtkan SMA 

_____ Mas_ukno ______________ Jum_la_h_Dana _____________ Rp�··-····· .... _ ..... _ •.. _ .•• _._. _____ 
-< 

Keluaran Jumlab Stswa SMA .. --.. ·····-.. · Jl8•8 Menerima IIOSDA siswa 
Hasl Pe,..ntase menlngl<atnya APK/ APM Pendldlkan SMA 

Kelompok Sasanm Kegiatan SMA ...... 
Rlndan .Anggaran Belanja Langsung 

Menurut � dan ii'...,,.atan Sattlan Unit Kena Peran kat Df!E!rah 

No Nomor Rekening 

5' 
, I 

Jenls Belanja 

BEi.ANJA DAERAH (Belanja Ba rang dan Jasa + Belanja Modal) 

I 5 1 02j ! I 
Bl!LANJA BARANG DAN )ASA (Belanja Barang + Belanja )asa + Belanja 
Pemellbaraan + Belanja Perlalanan Dlnas) 

5 • 1 02r01l • •/\ /A e•/ 
5 1 02101:01roo24 i ..... BelanJaAlatfBabanuntllkKealatanKantor•Al•tTullsKantor • 

i " t · � 1 .............. . 
• ; 2 .............. _ 

' : 3 dst .... 
l i 

5: 1 02ro1io10025; BelanJaAlat/Baban untukl<ealatanKantor•KertatdanCover 
; ; 

i ! dst .... 

5 , 1 02; 01. 01 o027: Belanja Alat/Baban untUk Kealatan Kantor-Benda Pos 

dst ... 

5, 1 02[01;011 o029: JlelanjaAlat/Bahanuntukl('egtatanKanb>r-BahanKornpuler 

. 

dst ..• 

5; 1 02ro1;01 0052 • l!elanJaMakanandanMtnumanRapat 

. ' dst ... 
. 

Volume 
Volum•· i Satuan i Harga 

4 i 5 

' 

' 

fumlah 
Semester 



Belanja Jasa Tenaga Pendidikan �
1 Jasa Tenaga Pendldik Non PNS Non SK Gubemur 

5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat / Faksimlll / Jntemet / TV 
1 ................. . 

1--.i..;:.S
.1-..:c

l
-1.

0
;..:

2
:..i.

0
;..;
3

::..i....
-1---1----1<-""'··•··, '.. 

5 1 02 03 02 406 BelanjaPemeliharaanKomputer-KomputerUn it-KomputerUn ltLainnya 
i 1 ................ .. 

5 1 02 04 ;;-, 
<k,:; 

5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Blasa
. . ................ 

II 5 2 I Belaja Modal 
5 2 02 6 02 0001 Belanja Modal Alat Komun ikasi Tel ephone 

1 ..................

--1-5
'--l--'-2-!-

0_ 2
:.;..:..

10
-+-

0 _21-
0_0_0 __ 3+---+-B---'el _an

...,J_a _M_odal __ Pe_,ra1_a_ta_n _P_ers_o n_ al_C_om_,_
pu_t _er ___________ -1-_ 

1 ................. . 

5 2 02 0 5 02 0004 Belnja Modal Alat Pendi ngin 
I 1 

Mengetahui 
KomlteSMA .................. . 

(Nama) 

Jumlah Total 

Menyetujui 
Kepala Bidang Pembinaan SMA 

Muhammadun. AKS, M.I.Kom 
NIP.19660419 198910 1 001 

Kepala 
SMA ............................ .. 

(Nama} 
NIP. 

'
I 

' 

!
i

11·1 ' 

' 

' 

: 

i 

' 

: 

. 

.

Banjarbaru, ............................... .. 
Bendahara BOSDA 

SMA ................................ , 

(Nama) 
NIP. 

tv 
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FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PENGGUNAAN DANA BOSDA 

KOP SURAT 

BERITA ACARA KESEPAKATAN 
PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH OAERAH (BOSOA) 

SMA / SMK ... 
TAHUN ANGGARAN ... 

N.O..MOR. .... ...,.� ....•.....•.........•.••.••.•..•.•.•.•••.••...••

p_a.c;t_a hrut ini ... .t.aoggQ..l ... b.utm ... t.oo»n ... , kami yang b�ctoo.rut tangan di bs,w.ab ini 
Kei:mla 5e.ko.lab., Qe.w.an Guru, Keruila T�oa_ga A.d.minis1cffii.. S.-.eko.l.ah (TAS) d..an 
�a!Jg,. Ko.mi.re S�kQlab. SMA/SMK ... menya.t� �P-� bab.w.a P�slQ ruroa 
BOSDA 1ahun aoggarnn ... s_e� ... ( ... ) di SMA/SMK ... digynakan w.1t..u.k lleID.bi� 
program dno kegia.tan �k.Qlab. s� ketent!.&l.o yang bed.aku, s_en.agaimaoa tectu.a.og 
dnlam 8.eoo,.oa �i.at.<ID d.an A.ngggr..an _Sekglab. (RKAS) .tab.un MruW-00 ... , ®0000 
r.lo..C.iao s,e.b..aggl �i.kuL:, 

No Uraian Volume satuan Harga J.umlah
-

Satuan. ];ohan I 'J;lhan Il 

I BELANJA PEGAWAI 
·· ·-·····

-
····-•··• 

··••-<> . 

II BELANJA BARANG/JASA 
. ........ 

......... 

III BELANJA MODAL 
......... 

- ·········

TOTAL ANGGARAN 

Kami varKJ -
. L • 

� 
No Nama labatan :ra.od.a :ranwm 

1 K .. oa1a s .. kolah 
O<>w:>n Guru 
now.::>n Guru 
n_ .. wan Guru 

KePala TAS 
Knmit .. 

Knmitc 

Kn,:nit ... 

D..e.miki.oo. Boo.@ A.@ra loi ditnJ.a.t dengan s,e..benru:.:-Jreo.ac.oya agar ®001 d.�n 
s..ebaQ?.liP.e.d,oman d.al.am PJID.Q,el.9.laan d.ana BOSDA di SMA / SMK ... tab.YO rorumran ... 

OU:tua..t di 
Iao_gg_g( 
Keruila SMA / SMK .... 

( nama 
NIP. 

) 
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DAFTAR KELENGKAPAN LAPORAN BOSDA: 

1. SPTJM (SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK)

2. BKU (BUKU KAS UMUM)

3. BPK (BUKU PEMBANTU KAS)

4. BPB (BUKU PEMBANTU BANK)

5. BPP (BUKU PEMBANTU PAJAK)

6. BPROB (BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA)

7. LRA (LAPORAN REALISASI ANGGARAN)

8. RBM (REALISASI BELANJA MODAL)

9. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

10. REKENING KORAN

11. BUKTI SETOR PAJAK
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FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

1. Nama Sekolah

2. Kabupaten/Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara 
formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSDA

serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut pada bulan .................... , 
dengan rincian sebagai berikut: 

A. Penerimaan Dana BOSDA (Semester ....... } 

1. Rekening Kas Dana BOSDA

Jumlah

B. Pengeluaran Dana BOSDA

C. 

1. Jenis Belanja Barang dan Jasa

2. Jenis Belanja Modal

Jumlah 

Sisa BOSDA (A- B) 

Terdiri atas: 

1. Sisa Kas Tunai

2. Sisa di Bank

Rp ............... . 

Rp ................... . 

Rp .............. . 

Rp .............. . 

Rp . ................... . 

Rp .................... , 

Rp ............. .. 

Rp ............. .. 

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdikdas Negeri untuk 
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang­
undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, 
saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan 
saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Kepala Sekolah 

(nama) 
(NIP) 



Nama Sekolah 
Desa/K«amatan 
Kabupaten 
Provlnsi 
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FORMAT BUKU KAS UMUM 

BUKU KAS UMUM 

No. Tanaal 
Kade 

Relrani"I 
No,Bullti Uraian 

Penerimaan 
(Debit) 

Penpluaran 
{Kredlt) 

(1) (2) 

Saldo BKlL. ... 
Terdiri dart 
SaldoTunai 
Saldo Bank 

{3) (4) (5) (6) 

Saldo Akbir Bulan 

Sebesar: ............. . 

Mengetahu� 
Kepala Sekolah ................. . Bendahara BOSDA .... 

( .............. .... ........................ ) 
NIP. 

Tata cara peng!slan .. Format Buku Pembantu Kas 
1 Kolom 1, dUst dengan nomor urut 
2 Kolom 2, dUst dengan tanggal transaksl dana BOS (Dana Non Fisik) atau BOS (_Daerah) 

( .. 
NIP. 

.... ) 

3 Kolom 3, dllsl dengao Kode Rek. pendapatan atau belanJa daoa bos blla dtransakslkan merupakan reallsasl pendapatan 
atau belanja blla bukan cukup dlkosongkan 

4 Kolom 4, dUsi dengan No.Bukti dokumen/surat pertanggungjawaban yg sah (_bukti SPJ) 
5 Kolom 5, dllsl dengan uralan transaksi dana BOS (Dana Non Flslk) atau BOS (Daerah) 
6 Kolom 6, dllsi dengan Jumlah rupiah BOS (Dana Non Flslk) atau BOS (Daerah) yg ditertma bendahara 
7 Kolom 7, dUsi dengan Jumlah rupiah BOS (Dana Non Flslk) atau BOS (Daerah) yg dikeluarkan bendahara 
8 Kolom 8, d .. Usl dengan Jumlah saldo darl saldo sebelum ya dltambah penerlmaan/pengeluaran pada saat transaksl 

(7) 

Saldo 

(8) 



NamaSekolah 
Desa/Kecamatan 

Kabupaten 
Provin!i 

No. Tangal 

(1) (2) 
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FORMAT BUKU PEMBANTU KAS 

. ............................................... 

. ............................................... 

. ............................................... 
' .......

.........
....... ..... ..

.. ........... ,_, 

Kode 
No.Bukti 

BKU 

(3) (4) 

., 

BUKU PEMBANTU KAS 
Bulan: .. ,; .................. 
,, 

... .;f � 

I_ 
·• 

Uralan 
Penerimaan 

(Debit) 

(5) (6) 

PengeJuaran 
{Kndlt) 

(7} 

Mengetahui, .. , ___ , .. , ........... , .... . ............. ...................
Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA, 

( .......... ,_,.,,., ............ ) C--··-················ ............. ) 
NIP. NIP. 

Tata cara penglsian Format Buku Pembantu Kas 
1 Kolom 1, dllsi dengan nomor urut 
2 Kolom 2, dllsl dengan tanggal transaksl dana BOS (Dana Non Flsik) atau BOS (Daerah) 
3 Kolom 3, diisi dengan Kode BKU 
4 Kolom 4, dilsl dengan No.Bukti dokumen/surat pertanggungjawaban yg sah (bukti SPJ) 
5 Kolom 5, dilsl dengan uralan transaksl dana BOS (Dana Non Flslk) atau BOS (Daerah) 
6 Kolom 6, dllsl dengan jumlah rupiah BOS (Dana Non Fislk) atau BOS (Daerah) yg diterima bendahara 
7 Kolom 7, diisl dengan jumlah rupiah BOS (Dana Non Fislk) atau BOS (Daerah) yg dlkeluarkan bendahara 
8 Kolom 8, dilsi dengan jumlah saldo dari saldo sebelum ya ditambah penerimaan/pengeluaran pada saat transaksi 

' 

, 

.. 

Saldo 

(8) 



Nama Sekolah 
DesafKecarnatan 
Kabupaten 
Provinsi 

No. Tangal 

(l} (Z) 
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FORMAT BUKU PEMBANTU BANK 

BUKU PEMBANTU BANK 

. ..................... ,, .. , ............ ......... 

. ............................................... 

. ............................................... 

. ········--·····"•'••·························· 

Kode No. 

BKU Buklt 

(3) (4) 

Mengetahul, 

Bulan: ............... 

Ural.in 

(5) 

Penertmaan 
(Debit) 

(6) 

....
........

... , 

Pengeluanm 
(Kredlt) 

(7) 

Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA, 

(. ) ( .............. .) 
NIP. NIP. 

Tata cara pengisian Format Buku Pembantu Kas 
1 Kolom 1, diisi dengan nomor urut 
2 Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi dana BOS (Dana Non Fisik) atau BOS (Daerah) 
3 Kolom 3, diisi dengan Kode BKU 
4 Kolom 4, dilsi dengan No.Bukti dokumen/surat pertanggungjawaban yg sah (bukti SPJ) 
5 Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi dana BOS (Dana Non Fisik) atau BOS (Daerah) 
6 Kotom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOS (Dana Non Fisik) atau BOS (Daerah) yg diterima bendahara 
7 Kol om 7, diisi dengan jumlah rupiah BOS (Dana Non Fisik) atau BOS (Daerah) yg dikeluarkan bendahara 
8 Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelum ya ditambah penertmaan/pengeluaran pada saat transaksi 

Saldo 

(8) 



Nama Sekolab 

Desa/J(ecamatan 

Kabupalen 

Provins! 

No. Tanpl 

(1} (Z) 
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FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK 

BUKU PEMBANTU PAJAK 

. ············································-· 

. ........................................ , ... _, 

: ····································""'''''''' 

. ............................................... 

Kode No. 

BKU Bukti 

(3) (4) 

Bulan: ....................... 

Uraian 

(5} 

Penertmaan 
(Debit) 

(6) 

Pengeluaran 
(Kredit) 

(7) 

Mengetahui .. ............... .............

Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA 

( ...................................... ) ( ......... __ ........ ) 
NIP. NIP. 

Tata cara pengislan Format Buku Pembantu Kas 
1 Kolom 1, dlisi dengan nomor urut 
2 Kolom 2, dlisi dengan tanggal transaksi dana BOS (Dana Non Fislk) atau BOS (Daerah) 
3 Kolom 3, dHsi dengan Kode BKU 
4 Kolom 4, dllsi dengan No.Bukti Pemotongan / penyetor Pajak 
5 Kolom 5, diisi dengan uraian transaksl dana BOS 
6 Kolom 6, diisl dengan jumlah rupiah Pemotongan Pajak 
7 Kolom 7, diisi dcngan jumlah rupiah Pcnyctor Pajak 
8 Kolom 8, dlisi dengan jumlah saldo darl saldo sebelum ya dltambah pener!maan/pengeluaran pada saat transaksi 

5aldo 

(8) 



Nama Sekolah 

Desa/Kecamatan 

Kabupaten/Kota 

Provinsi 

Kode dan Nama Rekening 

Anggaran Belanja 

TANGGAL 

1 

KODE BKU 

2 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

nama 

NIP 

BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA MODAL 

BULAN ..... TAHUN ..... 

URAIAN REALISASI 

3 4 

JUMLAH 

JUMLAH SISA ANGGARAN 

5 6 

tempat tanggal bulan tahun 

Bendahara 

nama 

NIP 

-n 

0 
:a 

� 
� 
a, 

C 
"' 

C 

"O 
m 

� 
a, 

)> 
z 
� ..... 
C 0 

:a 

z 
n 

i> 
z 

0 

I! 
ffl 
"' 

a, 
ffl 

s; 
z 
-

)> 
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FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
LAPORAN REAUSASI ANGGARAN BOSOA 

SMA .................................. 

JANUARI • DESEMBER 

No URAIAN ANGGARAN 
TOTAL REAUSA5I 

IIEI.ANIA 
SISAANGGARAN 

I PENDAPATAN . . . 

1 Pendaoatan Dana BOSITahun ......... ) . 

2 Sisa Dana BOS Tahun Lalu {Tahun .•.•........ ): . 

a. Sisa Kas Tahun .•........... (Audited) . 

b. Bun"" Tahun ...•......... . 

3 Pendapatan bun,za darl Hasil darl RekeninK Giro/tabungan Dana 805( ..•...... ) . 

4 Pendapatan Lain-lain . . . 

a Mutasi Saldo (Pemlndahan Antar Rekenin11) . 

b Punaut Pajak . 

c Koreksi Saldo Awai . 

II BELANIADAERAH . . . 

5.1 IELANIA RARANG DAN JASA . . -

1 BEIANJA BARANG - . . 

a Belanja Alat/Bahan untuk Ksaiatan Kantor-Alat Tull• Kantor . 

b Belania Alat/Bahan untuk K-iatan Kantor- Kertas dan Cover -

c Belania Alat/Bahan untuk 1<-;atan Kantor- Bahan Cetak . 

d Belanja Alat/Bahan untuk Ke11latan Kantor-Benda Pos -

e Belanja Alat/Bahan untuk KeRiatan Kantor-Perabot Kantor . 

1 Belania Makanan dan Minuman Raoat . 

a Belania Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelavanan Urusan Pendidikan . . . 

2 BEIANJA JASA - -

a Belanja Jasa Tenaga Pendidlkan . 

b Belania Jasa Tenaaa Keamanan . 

c Belania THihan Teleoon - . -

d Belanja Tagihan Air . . . 

e Belanja Taglhan Listrlk . -

f BelanJa Kawat/Fakslmil!/lnternet/lV Berlan.,..,nan . . -

R Belania Paket/PenRiriman - - . 

3 BELANIA PEMELIHARAAN - . -

a Belanja Pemellharaan Bangunan Gedun1 - -

b Belanja Hadiah varur Bersifat Perlombaan - - -

c Belania Peru,hafl!ilan atas Suatu Prestasi - - . 

4 REVISI PERJAlANAN DINAS . . . 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa . . . 

5.2 IELANIA MODAL - . . 

a Belania Modal Komputer Jarinun . 

b Belanja Modal Pendlngin ruangan -

c Belania Modal Komouter Unit Lainnva . 

IH BEi.ANiA lAIN-lAIN . . 

1 Setoran Bunn . 

2 Mutasi Pendaoatan IKelebihan Transfer) . 

3 Biava Paiak dan Administrasi Bank . 

4 Setoran Pajak -

S Koreksi 5aldo Awai -

Sisa dana BOS APBN per 31 Desember .•.... . . 

Terdiri dari : 
Kas di Rekening Bank di BKU Rp . 

Kas di Bendahara di BKU : Rp . 

Saldo Akhir di Rekening Koran/Giro per 31 Desember .•........ Rp . No. Rekenlng giro : . ............... , ............... 

Mengetahui, 
Bendahara Kepala SMA ............. ............ 

il'!!!lmlll lMlm!fl 

(NP) (NP) 



NOMOR 

1 

KODE REKENING BELANJA 

2 

Kepala Sekolah 

(nama) 

(NIP) 

LAPORAN REALISASI BELANJA MODAL BOSDA TAHUN ...•..... 

PER ......... . 

NAMA BARANG (MEREK, HARGA 

UKURAN, JENIS) PE ROLE HAN 

3 4 

JUMLAH NOMOR 

BARANG BAP/PPHP 

5 6 

(tempat, tanggal, tahun) 

Pembantu Pengurus Barang 

(nama) 

(NIP) 

NOMOR 
KETERANGAN 

BAST 

7 8 

.,, 

0 
::0 

3: 

!i 
::0 
ffl 

� 

i 
m 
ffl 

� 
! 
l> 

s: 
0 

g 
r-
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FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 

Pada hari ini tanggal ............................................ Bulan ...................................... Tahun ............... . 

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan Surat 

Keputusan Nomor : ....................................................... . 

Nama 

Jabatan 

Melakukan pemeriksaan kas kepada 

Nama 

Jabatan 

Yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor .......................................................... .. 

Tanggal .................. ............................. Tahun ...................... Ditugaskan dengan pengurusan uang 

Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun ...... 

Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui 

kenyataan sebagai berikut : 

Jumlah uang yang dihitung dihadapan Bendahara / Pemegang Kas adalah 

a) Uang kertas bank, uang logam

b) Saldo bank

c) Surat berharga dll

Saldo uang menurut Buku Kas Umum 

Rp . .............................. ,-

Rp ............................... ,-

Rp . .............................. ,-

Jumlah Rp . .............................. ,-

Rp . .............................. ,-

Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku Rp . .............................. ,-

Bendaha / Pemegang Kas 

(nama) ................................................... . 

(NIP) ...................................................... . 

......... ................ ........... , ..... . ................. 20 ... 

Kepala Sekolah ................................... . 

(nama) .................................................... . 

(NIP) ....................................................... . 
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